WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG :

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPARA A
TAHUN ANGGARAN :::
\\/ 7
WALIKOTA SUKABU
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pas >%‘;eraturan Daerah Kota

Sukabumi Nomor 8 Tahun » an Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahq perlu ditetapkan Peraturan

Walikota Sukabumi teptang Refj rubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; @

or 17 %1950 tentang Pembentukan Daerah-
dala kungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
ita Negara Republik Indonesia tanggal 14
a telah diubah dengan Undang-Undang

Mengingat : 1. Undang-U
Daerah Kogi2

omor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
gunafy (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
8, Ta%n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaim telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

19 g Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang” LPajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

esia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

eRublik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

4. Undang-Undang ......




-

o

*

N
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20
Negara (Lembaran Negara Republik Ingor

ng Perbendaharaan
ia un 2004 Nomor 5,

bsia N355) ;

¥ tenta Pembentukan
bara egara Republik
ambahay/Cembaran Negara

Undang-Undang Nomor 10 T
Peraturan Perundang-unda
Indonesia Tahun 2004 N
Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pemeriksaan
gan Negara (Lembaran
Nomor 66, Tambahan

Undang-Und cgg ply
Pembangunan }pal (Lem a Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nom ambah baran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
rapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

§ ;t @ba@:mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

14. Peraturan .....



14

15.

16.

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jserta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Rayrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, \an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwn~2004 te Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinas Rggota D@an Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negarg i sia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembats > ndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah bebegap i rakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahu ubahan Ketiga Atas

tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuang inan da gota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lemb. gara ik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambal@ ran ra¥Republik Indonesia Nomor
4712);

17. Peraturan Pem . %Tahun 2005 tentang Pengelolaan

21

22

aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tat 48, Tambahan Lembaran Negara

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
A8 Negara Republik Indonesia Tahun 2005
embaran Negara Republik Indonesia Nomor

TN
)

. an Per@h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Dearfbara

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
mbah mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

lemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
3 aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
ofgor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

23. Peraturan ......



%

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republi onesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta
Barang Milik Negara/Daerah (Lem

ntang Pengelolaan
ik Indonesia
baran a Republik

L iyhah @gan Peraturan
ing Pe A Ran Atas Peraturan
eritang Pengelolaan Barang Milik

2 Republik Indonesia Tahun 2008

Indonesia Nomor 4609) sebagairy
Pemerintah Nomor 38 Tahu

Nomor 78, Tambahan Lembatan Xegara 4855);

26. Peraturan Pemerintal or 8 T@O% tentang Pelaporan
Keuangan dan Kiferyq stansi intah (Lembaran Negara
Republik Indones;j 2006, Npmdr 25, Tambahan Lembaran
Negara Republi sia Nomeg 4414);

27. Peraturan 9

3 Tahun 2007 tentang Laporan
PenyelenggdaanRémerintahaprDaerah kepada Pemerintah, Laporan
Keteranga rtgnggun ban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakj akyat (P4 , dan Informasi Penyelenggaraan
Pemer Daergh~ Xepada Masyarakat (Lembaran Negara
Repybk onesia /n 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
insi, merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

gara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pe; an¥Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
‘« egara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2rar1 Pemprefi
n P 1 an antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

29.

mor 4738);

@ Momor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

32. Peraturan ......



32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan angan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomord n 2007 tentang Tata
¢ Anggaran
gdcangan juran Kepala
e apa@ dan Belanja

Pendapatan dan Belanja Daerah dat

Daerah tentang Penjabaran n
Daerah;

35. Peraturan Menteri Dala egeri/ Nomop~21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampu angan @h, Penganggaran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belddya<Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD Jata @ngembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif aOp

36. Peraturan Ment m Ne omor 24 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tty fnghitu enganggaran dalam Anggaran
ja { ah, Pengajuan, Penyaluran, dan
ggunaan Bantuan Keuangan Partai

egeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Ped ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
T garan

ran D Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang
dukap (Keganigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

6é (% ota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi

h 4 Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah
) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
i Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan

39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2005 Nomor 5 Seri A - 3);

40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

41. Peraturan ......



41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);

42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomox 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Sukabum&aran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi @ 6T 008 tentang
Pembentukan dan Susunan Orga Perang aerah Kota

Sukabumi (Lembaran Daerah Kob NN hur@OOS Nomor 6);
lomor 14 Fahun 2008 tentang

44. Peraturan Daerah Kota S u
(

Perusahaan Daerah Wal baran ADaerah Kota Sukabumi
Tahun 2008 Nomor 14, Ta Lemb aerah Kota Sukabumi

Nomor 15); @

or 15 Tahun 2008 tentang
ja Sukabumi pada Perusahaan
Kota Sukabumi Tahun 2008

Penyertaan Modg
Daerah Waluy
Nomor 15);

Y]

A

gt@ySukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang
erintah Kota Sukabumi pada Perusahaan
irta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota

skdlsumi T 009 Nomor 5);
@ Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
n

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula
berjumlah Rp 500.384.788.000,00 bertambah sejumlah Rp 76.245.385.000,00
sehingga menjadi Rp 576.630.173.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 492.38 000,0
b. Bertambah/ (berkurang) Rp 70.778 000\

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja Q
a. Semula .
b. Bertambah/ (berkurang) .008,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula .500.000.000,00
2) Bertambah/@ > &Rp 8.999.812.000,00
Jumlah ptelah pa Rp 20.499.812.000,00

Rp 576.630.173.000,00
Rp (13.467.312.000,00)

2]
o

Rp 3.500.000.000,00
Rp 3.532.500.000,00

perubahan Rp  7.032.500.000,00
setelah perubahan Rp 13.467.312.000,00
garan setelah perubahan Rp -

Pasal 2

eRpjabara b;\an APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lanj Lampiran Peraturan Walikota ini.
\2/ Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Oktober 2010
WALIKOTA SUKABUMI,

. ttd.

\\@%L H ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi < é ’;

Pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM],

cap. ttd. @
MOHAMAD MURAZ 4@

BERITA DAERAH KOTA SUK iy TA




